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ABSTRAK

Kendaraan Bermotor sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting di dalam
kehidupan masyarakat, masyarakat yang memiliki kendaran bermotor diberi Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan. Kendaraan
bermotor yang didalam konteks hukum perdata benda merupakan kategori benda
bergerak, yang salah satu asasnya disebutkan bahwa penguasa kebendaan tersebut
adalah pemilik benda tersebut, tanpa harus menunjukan tanda bukti bahwa ia
memilikinya, jadi cukuplah ia mempunyai bezit atas benda tersebut. Karena itulah
terjadi dua kontradiksi mengenai fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
sebagai bukti identitas kepemilikan atau hanya syarat administrasi untuk
mempermudah aparat melakukan pengawasan, yang bahkan didalam perundang-
undanganpun tidak dijelaskan pengertian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB). Dengan menggunakan metode yuridis normatif akan menjawab beberapa
pemasalahan fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dan akibat
hukum yang terjadi dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor. Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) bukanlah bukti kepemilikan atau sertifikat tanda bukti
(certificate of owenership), menurut perundang-undangan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) adalah tanda bukti bahwa kendaraan bermotor telah di daftarkan di
Kepolisian Republik Indonesia, didaftarkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas-
tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Akibat hukum yang terjadi kendaraan bermotor sebagai benda
bergerak yang seharusnya hanya dengan ketentuan benda bergerak saja menjadi
mengikuti ketentuan benda tidak bergerak, yang mengakibatkan timbulnya
ketidakpastian hak milik pada kendaran bermotor.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di desa-desa,
mereka merupakan masyarakat paguyuban. Masyarakat paguyuban adalah
masyarakat yang bersifat komunal (kebersamaan).' Sebagai masyarakat paguyuban di
dalam kehidupan sehari-harinya hubungan antar sesama individu bersifat
kekeluargaan, hidup mereka berkelompok-kelompok, namun secara emosional
keterkaitan satu sama lain antar mereka sangatlah kuat. Perekat dalam hubungan itu
ialah berbagai perasaan, seperti rasa cinta, rindu, simpati, hormat, kesediaan tolong-
menolong dan solidaritas, terlepas dari perhitungan laba rugi untuk diri pribadi.?

Pada masyarakat yang bersifat paguyuban anggota masyarakatnya
mempunyai sifat yang saling percaya diantara mereka, sehingga dalam kehidupannya
bila terjadi suatu kegiatan seperti pinjam-meminjam barang, penitipan barang,
penentuan batas-batas lahan, tidak dominan memerlukan surat sebagai alat bukti,
bahkan juga dalam hal pembelian barang yang tidak dibayar secara lunas (panjar),

uang muka yang diberikan kepada penjual, ada kalanya tidak disertai dengan alat

bukti penerimaan tertulis.

1 YT
Djojodigoeno, Asas-asas Hukum adat, Universitas, 1967. dikuti oleh Albar S. Subari
Pokok-Pokok Hukum Adat, Universitas Sriwijaya, 2004, Him. 3’9_ ’ p - Subarn,

? Iman Sudiyat, Asas-asas adat hukum, Liberty, Yogyakarta, 1978, Him. 150.



Masyarakat yang hidup di kota-kota besar merupakan masyarakat
petembayan, masyarakat petembayan adalah masyarakat yang bersifat individual ?
Sifat individualistis ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, pendidikan
dan pengaruh lingkungan masyarakat. Pada masyarakat petembayan semua
perhubungan dilakukan terwujud dalam perkataan kepentingan laba dan rugi,4 oleh
karena itu bila mereka melakukan perbuatan hukum seperti transaksi jual-beli dan
sewa-menyewa, mereka membutuhkan surat sebagai alat bukti.

Kendaraan bermotor dewasa ini sudah menjadi kebutuhan sekunder, sudah
menjadi sesuatu yang begitu dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, dan tidak hanya
digunakan untuk kesenangan semata, contoh seorang supir taksi, mobil sedan yang
dia gunakan adalah kebutuhan sekunder, atau seorang karyawan yang jarak antara
rumah dan kantornya jauh, membutuhkan kendaraan roda dua untuk kelancaran
kerjanya. Oleh karena itu hampir setiap masyarakat memiliki kendaraan bermotor.
Tercatat pada tahun 2003 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak
18.302.975 (delapan belas juta, tiga ratus dua ribu, sembilan ratus tujuh puluh lima)
unit, sedang tahun 2004 bertambah menjadi 25.889.933 (dua puluh lima juta, delapan
ratus delapan puluh sembilan ribu, sembilan ratus tiga puluh tiga) unit, atau naik

sekitar 41,45% (Empat Puluh Satu, Empat Puluh Lima Persen).’

* Albar S. Subari, Op.Cit, Him. 40.
4 Ibid.

5 ;
Departemen Dalam Negeri, http://www.depdagri.2o.id/konten.php? = =detai
id=9, diakses: 4 Oktober 2009. HEELE MPpenamact e opdcall &
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Pengaturan berkendaraan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam Bab I
Ketentuan Umum, Pasal 1 (1), yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah
kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu,
antara lain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan
khusus.

Kendaraan bermotor senyatanya adalah suatu benda. Pengertian benda
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan pasal
499, yang menyatakan bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan
kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak
milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subyek
hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah obyek hukum.

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, dimana
dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian
hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak
atau belum ada yang (dapat) memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempergunakan sistem tertutup
(closed system), artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan
selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini.

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus

dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang



menyimpang dari yang telah ditetapkan.’ Secara umum, menurut ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibedakan ke dalam:
1. Benda berwujud dan benda tak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata);
. 2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata);
3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan
(Pasal 505 KUHPerdata).

Jika diperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
tampak bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan pada
pembagian benda dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak.’ Pembagian kedua
jenis benda ini sangatlah penting, sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang
sangat penting dalam hukum.®

Arti penting pembedaan benda sebagai benda bergerak dan benda tidak
bergerak terletak pada:

1. Penguasaannya (bezit), dimana terhadap benda bergerak maka orang

yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps.1977
KUH Perdata: azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak);
2. Penyerahannya (levering), yaitu terhadap benda bergerak harus

dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan

dengan balik nama;

¢ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1974, Him. 36.

7 o e A
Kartini Mulyadi, wan i .
Him. 35. ulyadi, Gunawan Widjaya, Kebendaan Pada Umumnya, Prenada Media, 2003,

® Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, 2001, Him. 61.



3. Daluwarsa (verjaaring), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal
daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa:
a. dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;
b. dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun.

Dari pembagian jenis benda tersebut, kendaraan bermotor masuk dalam
ketegori benda bergerak. Suatu benda dihitung termasuk benda bergerak dibagi dalam
2 (dua) golongan, yang pertama karena menurut sifatnya dan yang kedua karena
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan
benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya adalah benda yang dapat
dipindahkan atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
terjemahan Soedharyo Soimin, Benda bergerak karena sifatnya adalah barang yang
dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.’

Menurut Subekti benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak
tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan.'?
Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang seperti ditentukan dalam pasal
511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah bahwa:

”sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-Undang' harus

dianggap™:

9 P
Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Und, i
Him 158 g-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

1° Subekti, Op.Cit, Him. 61.



hak pakai hasil hak pakai atas benda bergerak; - '

. hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan,

maupun bunga cagak hidup;

c. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah yang dapat
ditagih atau mengenai benda-benda bergerak;

d. sero-sero atau andil-andil dalam pesekutuan perusahaan, sekalipun
benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah
kebandaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap
merupakan benda bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya
selama persekutuan berjalan.

e. andil dalam perutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil
karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-
surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lainya yang berharga,
beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk didalamnya;

f. sero-sero atau kupon-kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk

juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.

o P

Berdasarkan pembagian golongan tersebut, kendaraan bermotor masuk
kedalam ketegori benda bergerak menurut sifatnya (karena mengikuti obyek). Untuk
memiliki kendaraan bermotor dapat dengan cara membeli sacara tunai atau membeli
secara kredit, atau dapat juga melalui hibah, waris, ataupun melalui undian berhadiah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pada pasal 64 (1), disebutkan bahwa, setiap kendaraan bermotor
wajib diregistrasikan. Sebagai landasan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) disebutkan dalam pasal 65 (1) b, Registrasi Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pasal 64, meliputi kegiatan Penerbitan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor. Pasal 65 (2) disebutkan juga, “sebagai bukti kendaraan

bermotor yang sudah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor”.



Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat disamakan dengan
sertifikat kepemilikan (Certificate of Ownership). Buku pemilik kendaraan bermotor
adalah sarana identifikasi dan berlaku sebagai bukti pengenal yang sah bagi
kendaraan bermotor yang bersangkutan.“

Ketentuan kewenangan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan bermotor
(BPKB), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Kepolisian Negara
Indonesia, dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Dari kutipan di atas tegas bahwa, apabila penguasa kendaraan bermotor
tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), maka akan diasumsikan
bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut. Hal ini didukung secara nyata
dalam fakta kehidupan masyarakat, mereka menilai apabila ingin membeli kendaraan
bermotor tidak dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mereka akan
membatalkan keinginan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut, dengan alasan
bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap.12

Hal tersebut sangatlah kontradiksi dengan pengertian kendaraan bermotor
sebagai benda bergerak, sebagai benda bergerak kendaraan bermotor tidak
memerlukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai alat bukti

kepemilikan. Penguasa kendaraan bermotor harusnya dapat langsung menggunakan,

1 . . . .
Kepolisia Negara Republik Indonesia, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Him. 22.

S “putuhan mobil terlantar”, SUMATRA EKSPRES, Edisi Kamis 10 Mei 2008, Him. 6
olom Z. , .



mengalihkan, dan melakukan perbuatan hukum lainya tanpa perlu menunjukan tanda
bukti bahwa ia memilikinya, cukuplah ia mempunyai bezit menurut pengertian
hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk memilih judul skripsi:
FUNGSI DOKUMEN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPEMILIKAN BENDA MENURUT HUKUM

PERDATA.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, ada beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu.
¢ 1. Apa fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), apakah alat
bukti kepemilikan suatu kendaraan bermotor (dari aspek hukum benda
dalam hukum perdata), apakah sekedar administratif untuk
menginventarisir kendaraan bermotor dalam wilayah hukum tertentu
(dari aspek administrasi)?
/&/2. Apa akibat hukum dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kendaraan bermotor?



C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menjelaskan fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dari
aspek hukum benda dalam hukum perdata, dan dari aspek hukum
administrasi.

Untuk menjelaskan akibat hukum dari keharusan memiliki Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan

bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1.

Segi teoritis
Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan bagi akademika dibidang hukum perdata dan hukum
administrasi.
Segi praktis
Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat
pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum

perdata dan hukum administrasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian skripsi ini dibatasi pada ruang

lingkup fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari aspek hukum benda,
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dari aspek hukum administrasi dan akibat hukum keharusan memiliki Buku pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Permasalahan
Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-
undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.'® Didukung data

primer sebagai pelengkap.

2. Data dan Sumber Data
1. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada, yang

terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer.
Adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat
mengikat, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

13 .
Johnny Ibrah j i : .
2005, i, 241, y im, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
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2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi;

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002
Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang dari bahan
hukum primer seperti: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum
yang berpengaruh (deherseende leer), hasil-hasil penelitian, dan
ketentuan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan
objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti: Koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus

bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum lainya yang terkait.'*

" Ibid, Him. 241-242.



12

2. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui informasi dari Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kota Palembang, Kantor Dinas Pendapatan Darerah Provinsi

Sumatera Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Sampling
Informasi dari informan sebagai sample dalam penelitian ini ditentukan secara
Purposive sampling, purposive sampling adalah pemilihan secara sengaja
dengan pertimbangan responden, yang dimaksud adalah responden yang
terlibat langsung atau responden yang dianggap mempunyai kemampuan dan

mengerti permasalahan terkait.'”

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penulisan skipsi ini adalah studi kepustakaan dimana diperoleh dengan cara
membaca literatur, artikel ilmiah, majalah dan bahan-bahan kuliah yang ada
kaitanya dengan permasalahan yang diteliti serta juga mempergunakan cara
dokumentasi dalam rangka untuk memperoleh data yang lengkap. Data primer
sebagai pelengkap diperoleh melalui informasi dari Bapak Drs. Amril
Nurman, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pelambang, Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

15 . . . .
Evirah Malia, Purposive Sampling, http://www.damandiri.or.id, diakses: 20 Oktober 2009.


http://www.damandiri.or.id
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5. Analisis Bahan Hukum
Data-data yang telah berhasil diperoleh kemudian akan diseleksi secara
deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan akan diolah,
dikualifikasi, diuraikan dan dihubungkan secara sitematis sehingga dapat
menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian penulisan
skripsi ini, yaitu fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari
aspek benda dalam hukum perdata, dari aspek hukum administrasi dan akibat
hukum yang terjadi dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.
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